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Wedding organizer yang selalu memberikan pelayanan dan rasa aman serta 
nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat 
tertekan, frustasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. 
Dalam hal ini antara Wedding Organizer dengan Konsumen terlebih dahulu 
membuat sebuah Perjanjian/Kesepakatan, Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh 
pihak wedding organizer memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian 
standar (baku) karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus 
memberikan hak kepada konsumen untuk menerima prestasi yang telah dibuat, 
dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan 
perjanjian.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Perjanjia Kerjasama, (2) Perlindungan Hukum 
Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi. 
Jenis Penelitian adalah yuridis normatif pendekatan yang digunakan teknik 
pengumpulan datanya melalui meneliti bahan kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa memberikan perlindungan hukum 
terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur 
didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-
batasan hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer 
yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut. Dan apapun bentuk 
perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang 
ditentukan Undang-Undang, karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif 
tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
 






A wedding organizer who always provides services and a sense of security 
and comfort to prospective brides who often feel very depressed, frustrated, and 
anxious in facing a big day throughout their lives. In this case between the 
Wedding Organizer and the Consumer first make an Agreement / Agreement, the 
cooperation agreement used by the wedding organizer uses a one-sided 
agreement and is based on a standard agreement (standard) because it gives an 
obligation to someone at the same time gives the right to the consumer to accept 
the achievements that have been made , and provide legal protection for the 
parties to the agreement. 
This study aims: (1) Collaborative Agreement, (2) Legal Protection of 
Wedding Organizer In Collaborative Agreement with Default Customers. This 
type of research is a juridical normative approach which is used to collect data 
through researching library materials. 
The results of this study indicate that providing legal protection to parties 
who entered into an agreement so that the provisions stipulated in a contract can 
be implemented well and have rights and obligations limits between service users 
and the wedding organizer involved in the cooperation agreement. And any form 
of agreement must meet the legal requirements of an agreement determined by the 
Act, because it is said that if an objective condition is not fulfilled then the 
agreement is null and void. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dengan perkembangan di sektor ekonomi khususnya di dunia Bisnis 
yang sangat pesat, melatar belakangi hukum perjanjian juga turut berkembang, 
di mana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu 
perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai 
perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan 
oleh wedding organizer. Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang 
sangat dekat dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan 
demikian karena sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan 
setiap keinginan dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, 
meskipun harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati 
bersama. Wedding organizer juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa 
aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa 
sangat tertekan, frustasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang 
hidupnya. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 
seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 
hal. Dari peristiwa itu. Menurut Siti Ayu Revani  timbulah suatu hubungan 
antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari 





kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak 
yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak 
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan 
perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.1 Dalam pelaksanaan suatu 
perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat 
hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah 
penggantian biaya, rugi, dan bunga, pada Pasal 1243 BW disebutkan bahwa 
“Barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaui”. Atau sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama yang 
dilakukan. oleh Wedding Organizer & Decoration dengan pengguna jasanya 
dalam hal ini konsumen. Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus 
memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. 
Undang-undang tersebut menentukan bahwa “syarat yang membatalkan 
perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajibannya”. Ketentuan undang-undang ini, terutama Pasal 1266 
KUHPerdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, dikarenakan 
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didalamnya banyak mengandung kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang 
satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan. Pada saat seorang calon 
pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk memakai jasa yang telah 
disediakan, maka mereka telah menyetujui syarat- syarat yang ditentukan oleh 
Wedding Organizer & Decoration dan membuat kata sepakat yang dituangkan 
dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan 
melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa dengan Wedding Organizer & 
Decoration,  karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak 
dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer, Di 
samping itu juga berpedoman kepada Undang- undang Republik Indonesia No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya 
bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna jasa 
(konsumen) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran 
pelaku usaha (produsen) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai 
perwujudan kepedulian wedding organizer terhadap pengguna jasa Sedangkan 
yang dimaksud dengan perjanjian menurut R. Subekti, adalah suatu peristiwa 
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.2 
Dari pengertian tersebut perjanjian itu menerbitkan antara dua orang 
yang membuatnya, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang 
mengandung kesepakatan yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis 
atau lisan. Dengan Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari 
                                                 





proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan 
masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau 
jasa yang diperolehnya dipasar. untuk meningkatkan harkat dan martabat 
konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan 
sikap usaha yang bertanggung jawab. 
Dari uraian di atas, tampak bahwa  suatu perjanjian dapat berakibat 
hukum karena perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak, yang 
masing-masing harus tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Agar masing-
masing pihak tidak mengingkari perjanjian tersebut, maka pada saat pembuatan 
suatu perjanjian harus dilandasi dengan suatu niat (iktikad) baik. 
 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji lebih mendalam mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM 
WEDDING ORGANIZER PADA PERJANJIAN KERJASAMA 
DENGAN KONSUMEN WANPRESTASI”. 
B. Rumusan Masalah 
Agar dalam penyusunan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah 
ditetapkan dan disamping itu karena keterbatasan waktu dan kemampuan 
penulis, Ruang lingkup pembahasan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan 
Konsumen? 
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan 
Konsumen  
2. Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian 
Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun 
praktis,yaitu: 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk 
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata; 
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi 
masyarakat, khususnya pengguna jasa Wedding Organizer, Untuk 
mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama 
Wedding Organizer & Decoration dengan pengguna jasa apabila terjadi 
wanprestasi yang dikarenakan oleh salah satu pihak baik, dari pihak 
wedding organizer maupun pihak pengguna jasa. 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan 
skripsi ini ialah sebagai berikut: 





Sponsor dalam menyelenggarakan Suatu Event (Studi di CV. Sweet 
Production).3 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Bentuk perjanjian kerjasama 
penyelenggaraan event antara event organizer dengan sponsor merupakan 
perjanjian di bawah tangan (biasa), dimana akta dibuat dan ditandatangani 
hanya oleh para pihak yang membuatnya. Bentuk perjanjian kerjasama ini 
dibuat berdasarkan asas kemitraan, dimana para pihak bahwa yang 
berhadapan dalam pembuatannya. Dengan adanya perjanjian kerjasama 
antara event organizer dengan sponsor, maka timbul hak dan kewajiban 
diantara kedua belah pihak untuk memenuhi prestasinya masing – masing 
dalam perjanjian penyelenggaraan event tersebut. Dalam Kitab Undang – 
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengenai perjanjian tidak diatur 
secara baku dan kaku bahkan bersifat terbuka. Hal ini mengindikasikan 
bahwa dalam membuat perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan 
apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing–masing pihak. Hal 
tersebut yang kemudian dimusyawarakan untuk diwujudkan secara nyata 
dengan cara merangkumnya dalam klausa isi perjanjian. 
2. Siti Ayu Revani, (2012), Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian 
Kerjasama Event Organizer Dengan Pengguna Jasa (Studi Pada Cv.Bintang 
Mandiri In7 Wedding Organizer & Decoration Di Medan).4 
                                                 
3 Rissa Putri Bert, “Perjanjian Kerjasama Antara Event Organizer dengan Sponsor dalam 
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Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Perjanjian kerjasama yang 
dipakai oleh pihak wedding organizer memakai perjanjian sepihak dan 
berlandaskan perjanjian standar ( baku ) karena memberikan kewajiban pada 
seseorang sekaligus memberikan hak kepada seseorang lain untuk menerima 
prestasi yang telah dibuat, dan bisa juga memakai perjanjian timbal balik 
karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada 
kedua belah pihak. Salah satu kasus ketika segala yang diperjanjikan telah 
sesuai dengan keinginan maka terdapat halangan yaitu pembatalan 
perjanjian atau kontrak yang dilakukan pengguna jasa secara sepihak. Hal 
itu termasuk kedalam wanprestasi karena sengaja dibatalkan oleh alasan 
yang bukan termasuk kedalam force majeure, salah satunya adalah putusnya 
hubungan antara calon pengantin. Dengan demikian mengakibatkan 
pengguna jasa harus membayar kerugian karena dinyatakan melakukan 
kelalaian. 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian  yuridis normatif yakni penelitian 
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 
Norma yang dimaksud adalah cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan 
data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang 





hukum dan sistematika hukum putusan pengadilan, perjanjian dan badan 
hukum lainnya.5 
2. Pendekatan penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), 
yaitu pendekatan yang didasarkan atas teori-teori dan doktrin para ahli 
bidang ilmu hukum, serta pendapat para ahli bidang ilmu sosial lainnya, 
dimana penguraian serta penafsirannya selalu dikaitkan dengan kaidah-
kaidah hukum yang berlaku guna menemukan dasar-dasar/asas- asas atau 
doktrin-doktrin hukum yang dijadikan pijakan.   
3. Sumber data 
Penelitian ini bersumber pada bahan hukum. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli yang termuat 
dalam literatur, buku-buku, artikel, media cetak maupun elektronik.  
3. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, atau ensiklopedia yang 
berhubungan dengan materi penelitian ini.  
4. Pengumpulan data 
Untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini, penulis 
menggunakan cara telaah pustaka yaitu meneliti teori-teori hukum 
khususnya hukum pidana serta literatur-literatur ilmu hukum lainnya yang 
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terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Disamping telaah pustaka, 
dalam penelitian ini juga, penulis melakukan pengumpulan bahan dengan 
cara studi dokumentasi perundang-undangan. 
5. Analisis data 
Bahan penelitian penulis olah secara kualifikasi dan generalisasi, kemudian  
dianalisis dengan menggunakan analisis hukum, yaitu menganalisis 
permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan teori-teori ilmu hukum dan 
hukum positif untuk memperoleh preskripsi (solusi) terhadap permasalahan 
hukum. 
G. Sistimatika Penulisan  
Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis  susun dengan sistematika 
sebagai berikut : 
Bab I : Pendahuluan  
Meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  penelitian, 
kegunaan penelitian, metode penelitian, sistimatika penelitian; 
Bab II  : Tinjauan Konseptual.  
Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori mengenai : Pengertian perjanjian; 
Asas-asas Perjanjian; Syarat-syarat sahnya perjanjian; Pengertian Wedding 
Organisasi, Wanprestasi dan akibat hukumnya. 
Bab III  : Hasil penelitian dan pembahasan.  
Dalam bab ini penulis menganalisis  hasil penelitian mengenai : Perjanjian 





Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen 
Wanprestasi 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Perjanjian pada umumnya 
1. Pengertian perjanjian 
Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara umum 
telah mengatur mengenai suatu perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih.   
R Subekti, memberikan definisi tentang perjanjian yaitu :6 
Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa 
ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan 
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 
membuatanya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 
perikatan yang mengandung janji-janji  atau kesanggupan yang diucapkan 
atau ditulis. 
Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang 
satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana 
subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek 
                                                 





hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 
dengan yang telah disepakatinya.7 
Dari pengertian tersebut perjanjian itu menerbitkan antara dua orang yang 
membuatnya, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang 
mengandung kesepakatan yang dituangkan secara tertulis maupun tidak 
tertulis atau lisan. 
Dari perumusan perjanjian di atas maka terdapat unsur-unsur 
perjanjian itu seperti berikut ini : 
1. Ada Pihak-pihak 
Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian ini dapat 
berupa manusia pribadi dan badan hukum, subyek perjanjian ini harus 
mampu atau wenang dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang 
ditetapkan dalam undang-undang. 
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak 
Persetujuan disini bersifat tetap, dan ditujukan dengan penerimaan tanpa 
syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu 
diterima oleh pihak yang lainnya, yang ditawarkan itu umumnya 
mengenai syarat-syarat dan mengenai obyek perjanjian. Dengan 
disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang  syarat-syarat dan obyek 
perjanjian itu, maka timbulah persetujuan. Persetujuan ini adalah salah 
satu syarat sahnya perjanjian. 
 
                                                 






3. Ada tujuan yang akan dicapai 
Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan 
pihak-pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan 
perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh 
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh 
Undang-undang. 
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan 
Dengan  adanya   persetujuan,   maka    timbullah    kewajiban      untuk  
melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. 
5. Ada bentuk tertentu 
Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan Undang-undang bahwa 
hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan 
mengikat dan kekuatan bukti. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan 
artinya dengan kata-kata yang jelas dimaksud dan tujuannya yang 
dipahami oleh pihak-pihak, kecuali jika pihak-pihak menghendaki 
supaya dibuat secara tertulis. 
6. Ada syarat-syarat tertentu  
Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari 
syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. 
Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan 





harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai 
cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan lain-lain. 
Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah  berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian 
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau 
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan niat (itikad) baik.” 
Dari uraian di atas, tampak bahwa  suatu perjanjian dapat berakibat hukum 
karena perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak, yang 
masing-masing harus tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Agar masing-
masing pihak tidak mengingkari perjanjian tersebut, maka pada saat 
pembuatan suatu perjanjian harus dilandasi dengan suatu niat (iktikad) baik. 
Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian 
dapat digunakan untuk keperluan apa saja, sepanjang para pihak 
mengadakan suatu ikatan. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata menyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan 
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” 
Menurut hemat penulis, terdapat perkataan sesuatu ini pemaknaannya 
sangat luas yaitu yang menyangkut mengenai objek yang dijadikan dasar 
perikatan, serta hubungan timbal balik antara para pihak yang 






Dengan demikian, penulis menyimpulkan mengenai perjanjian yaitu : 
a. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum artinya karena telah 
melakukan suatu hal, yang mana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat 
berimplikasi hukum. 
b. Adanya ikatan artinya para pihak yang mengadakan suatu perjanjian 
terhadap hal apa saja, harus saling mengikat dan terikat. 
c. Adanya persetujuan artinya karena materi-materi yang oleh para pihak 
tersebut berlaku untuk mengikat, dan para pihak harus tunduk, maka isi 
dari perjanjian tersebut harus disepakati. 
d. Perjanjian tersebut perlu dituangkan kedalam suatu tulisan. 
Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan 
disamping sumber yang lain, yaitu undang-undang. Perikatan yang terjadi 
karena undang-undang menetapkan karena undang-undang saja dan karena 
perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang menimbulkan perikatan yaitu 
perbuatan halal dan perbuatan yang melawan hukum.Perikatan yang 
bersumber dari undang-undang kurang berkembang dalam masyarakat. 
Perikatan yang bersumber dari perjanjian berkembang cukup pesat sehingga 
banyak perjanjian yang timbul dan berkembang dalam masyarakat yang 
belum diatur  khususnya dalam KUH Perdata, yaitu dalam keentuan umum.  
Menurut R Subekti, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang, yang memberi hak kepada orang yang satu untuk menuntut barang 
sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang  yang lainnya diwajibkan 





perikatan antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak telah 
sepakat terhadap materi yang menjadi pokok yang dijanjikan.8 
Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian diartikan 
sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, 
dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 
suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”9 
Meskipun para sarjana memberikan pengertian perjanjian tidak sama, akan 
tetapi mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu adanya para pihak sebagai 
(subjek), adanya suatu hal tertentu (objek), dan adanya kata sepakat 
(konsesus). Gambaran secara umum, Buku ke III bab ke dua Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian tentang 
perjanjian sebagai suatu persetujuan. Persetujuan adalah  suatu perbuatan 
dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih. 
2. Asas-asas Perjanjian 
Dari pasal-pasal yang terdapat dalam buku ke III, yang mengatur 
perjanjian dalam KUH Perdata, dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam 
perjanjian terdapat  asas sebagai berikut : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas  ini mengandung pengertian bahwa 
setiap orang boleh mengadakan perjanjian apapun juga, walaupun belum 
ada atau diatur dalam undang-undang. Asas ini sering disebut dengan 
sistem terbuka. Tentang sistem terbuka ini secara jelas ditunjukkan Pasal 
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1338 (ayat 1) KUH Perdata yang  menyatakan bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. 
b. Asas Konsensualisme. Asas ini mengandung arti bahwa untuk 
melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa 
perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat. Pada 
detik tersebut perjanjian sudah terjadi dan mengikat para pihak (Pasal 
1320 KUH Perdata). 
c. Asas Iktikad Baik. Setiap perjanjian yang dibuat harus dilakukan dengan 
itikad baik, itikad baik di waktu membuat perjanjian berarti kejujuran. 
Asas ini dibedakan menjadi itikad baik yang subjektif dan itikad baik 
yang objektif. Pengertian itikad baik yang subjektif yaitu orang yang 
beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, 
yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang kemudian 
hari menimbulkan kesulitan-kesulitan. Itikad baik yang objektif adalah 
bahwa pelaksanaan sesuatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma 
kepatuhan atau hal-hal yang lazim diikuti oleh masyarakat. 
d. Asas Kekuatan Mengikat. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 
pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat  seperti undang-
undang. Terikatnya para pihak tadi semata-mata terbatas pada apa yang 
diperjanjikan. Akan tetapi dapat juga terhadap unsur lain sepanjang 





asas ini tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian  hukum bagi para 
pihak yang telah membuat suatu perjanjian. 
e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian. Asas ini mempunyai maksud bahwa 
suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Asas 
ini diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata  yang menyatakan bahwa pada 
umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 
meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri. 
Maksud dari “mengikat diri” adalah ditunjukkan pada memikul 
kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan 
“minta ditetapkan suatu  janji” adalah memperoleh hak atas sesuatu atau 
dapat menuntut sesuatu. Perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang 
mengadakannya saja dan tidak mengikat pada orang lain. Maka apabila akan 
mengikat orang lain, harus ada kuasa yang diberikan kepada orang lain itu. 
3. Syarat Sahnya Perjanjian 
Suatu perjanjian agar dapat mempunyai kekuatan mengikat sebagai 
undang-undang bagi para pihak harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai 
dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : 
a. Kesepakatan Para Pihak. Sepakat  adalah persesuaian antara kedua belah 
pihak yang akan mengadakan perjanjian. Jadi kedua subjek yang 
mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok 
dari perjanjian yang diadakan. Dengan demikian terjadi kekompakan 





b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Seorang  yang akan 
membuat perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya 
orang dewasa dan sehat pikirannya adalah  cakap menurut hukum. Di 
dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan orang yang tidak cakap 
mengadakan perjanjian adalah : Orang yang belum dewasa; Mereka yang 
dibawah pengampunan; Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang 
ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan 
tertentu. 
c. Objek Tertentu. Maksud objek tertentu adalah sedikitnya macam atau 
jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan. Hal ini telah ditentukan 
dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi : “Dalam suatu perjanjian 
harus mempunyai sebagai pokok sudah barang paling sedikit ditentukan 
jenisnya.” Syarat ini penting untuk menentukan kewajiban debitur 
apabila terjadi perselisihan. 
d. Sebab yang halal. Sebab  terjadinya perjanjian adalah merupakan tujuan 
yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak. Perjanjian dengan sebab 
yang tidak halal akan menyebabkan perjanjian tidak sah dan tidak 
mengikat. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan sebab yang tidak halal 
adalah jika itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan 
ketertiban umum. Perjanjian dengan sebab (kuasa) tidak halal yang 
dilarang oleh undang-undang misalnya membunuh orang, dan jual beli 





misalnya mengacaukan ajaran agama tertentu. Perjanjian yang 
bertentangan dengan kesusilaan misalnya membocorkan rahasia 
perusahaan. 
B. Pengertian Konsumen 
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi 
ekonomi berdasarkan asas-asas pembangunan yang berorientasikan kerakyatan. 
Sejalan dengan perubahan paradigma perkembangan masyarakat, maka 
konsepsi pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat 
mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 
barang dan / atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 
kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 
mengakibatkan kerugian konsumen.  
Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi 
ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta 
kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang 
diperolehnya dipasar. untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen 
perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap usaha 
yang bertanggung jawab. 
Kelahiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 





terutama terhadap barang dan jasa yang dibelinya.  
Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan 
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui 
pembinaan dan pendidikan konsumen.  
Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan 
kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha 
adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal 
seminimal mungkin.  
Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana 
dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan 
undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif 
dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.  
Dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah kerap didengar kata 
konsumen, namun tidak sedikit masyarakat yang mengetahui arti/pengertian 
tentang konsumen. Untuk itu, penulis akan menyampaikan beberapa pengertian 
konsumen baik menurut pendapat para ahli maupun berdasarkan ketentuan 
undang-undang. 
Menurut Abdul Halim Barkatulah, istilah konsumen sebagai peng-Indonesia-
an dari istilah consumer (Inggris), dan consument (Belanda). Secara harfiah 
diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau 





barang atau jasa”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang yang 
menggunakan barang ata jasa”.10 
Dari pengertian di atas terlihat bahwa ada pembedaan antara konsumen sebagai 
orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau 
badan hukum. pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen 
tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan 
komersil (dijual, diproduksi lagi).11 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) sebagai berikut :  
“Konsumen adalah setiap orang yang memanfaatkan, memakai, menggunakan 
barang/jasa yang dipasarkan untuk diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi”. 
Pengertian yang hampir sama dengan pengertian konsumen berdasarkan Pasal 
1 ayat (2) UUPK, terdapat di dalam Pasal 1 huruf o Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, sebagai berikut : “Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna 
barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 
kepentingan pihak lain. 
Batasan ini menurut Shidarta, mirip dan garis besar maknanya diambil alih 
oleh UUPK. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli”. 
Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pengertian konsumen jelas lebih luas daripada pengertian pembeli. 
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Berdasarkan pengertian di atas, subjek yang disebut sebagai konsumen berarti 
setiap orang yang bersetatus sebagai pemakai barang dan jasa. Istilah “orang” 
sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim 
disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan hukum (rechts person). 
Menurut AZ. Nasution, orang yang dimaksudkan adalah orang alami bukan 
badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan 
barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau 
manusia. 
Pakar konsumen dari Belanda Hondius menyimpulkan bahwa para ahli hukum 
pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi 
terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). 
Dengan rumusan ini, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan 
pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir. 
Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria itu, sedangkan konsumen dalam 
arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. 
Atas pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan   konsumen  adalah  pihak   akhir yang   menggunakan   dan    atau  
memanfaatkan suatu barang dan atau jasa.       
Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka Shidarta memberi catatan 







Konsumen adalah : 
1. Setiap orang. Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang 
yang bersetatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” 
sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang 
lazim disebut dalam istilah hukumnya yaitu natuurlijke persoon atau 
termasuk juga badan hukum (rechtspersoon). Hal ini berbeda dengan 
pengertian yang diberikan untuk ‘pelaku usaha” dalam Pasal 1 ayat (3) yang 
secara eksplisit membedakan kedua pengertian persoon di atas, dengan 
menyebutkan kata-kata “ orang perseorangan atau badan usaha”.  Tentu 
yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada 
orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, 
dengan makna lebih luas dari pada badan hukum. UUPK tampaknya 
bersuha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata 
“konsumen”. Untuk itu, digunakan kata “pelaku usaha” yang bermakna 
lebih luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi 
kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain 
yang lazim diberikan. Bahkan, untuk kasus-kasus yang spesifik seperti 
dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, 
tempat iklan itu ditayangkan. 
2. Pemakai. Sesuai dengan bunyi penjelsan Pasal 1 ayat (2) UUPK, kata 
“pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate 
consumer). Istilah ‘pemakai” dalam hal ini tepat untuk digunakan dalam 





yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang 
diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya 
dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. 
Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku 
usaha tidak perlu harus kontraktual (the privitiy of contract).  
Sebagai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh sebagai berikut. 
Seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel pada hari ulang tahunnya. 
Isi paketnya makanan dan minuman kalengan yang di beli si pengirim dari 
swalayan.  
Pertanyaannya, apakah penerima paket seorang konsumen juga ? jika 
ia akan menggugat pasar swalayan itu, apakah ada dasar gugatan yang 
cukup kuat baginya ? Hal ini patut dipertanyakan. Jika menggunakan prinsip 
the privity of contract tentu tidak ada hubungan kontraktual antara penerima 
hadiah dengan pihak pasar swalayan karena si pembeli parsel ialah orang 
lain. 
Konsumen memang tidak sekedar pembeli (buyer atau koper), tetapi 
semua orang (perseorangan atau badan hukum) yang mengkonsumsi jasa 
da/atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi 
konsumen (consumer transaction) berupa peralihan barang dan/atau jasa, 
termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. 
Transaksi konsumen memiliki banyak sekali metode. Dewasa ini, 
sudah lazim terjadi sebelum produk dipasarkan, terlebih dulu dilakukan 





itu, dibagikan sampel yang diproduksi khusus dan sengaja tidak 
diperjualbelikan. Orang yang mengkonsumsi produk sampel juga 
merupakan konsumen. Oleh karena itu, wajib dilindungi hak-haknya. 
Mengartikan konsumen secara sempit, seperti hanya sebagai orang 
yang mempunyai hubungan kontraktual pribadi (in privity of contract) 
dengan produsen atau penjual adalah cara pendefinisian konsumen yang 
paling sederhana. Di Amerika Serikat, cara pandang seperti itu telah 
ditinggalkan, walaupun baru dilakukan pada awal abad ke -20. konsumen 
tidak lagi diartikan sebagai pembeli dari suatu barang dan/atau jasa, tetapi 
termasuk bukan pemakai langsung, asalkan ia memang dirugikan akibat 
penggunaan suatu produk. 
3. Barang dan/atau jasa. Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, 
sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini 
“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya 
mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya, istilah 
produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. 
UUPK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud 
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat 
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 






Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk 
pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” 
menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus 
lebih dari satu orang. Jika demikian halnya. Layanan yang bersifat khusus 
(tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.  
Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan 
sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang 
karena kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, 
tidak dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli 
tidak dapat dikategorikan sebagai “konsumen”menurut UUPK. 
4. Yang tersedia dalam masyarakat. Barang dan/atau jasa yang ditawarkan 
kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan 
yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh 
masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) 
perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum 
bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, 
seperti futures trading, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan 
sesuatu yang diutamakan. 
5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup lain. 
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, dan mahluk hidup lain. Unsur yang paling diletakkan dalam 





Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, 
tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar 
diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti 
hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia 
adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu 
tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai 
suatu barang dan /atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan mahluk 
hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang 
membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan 
kepntingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat. 
6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Pengertian 
konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. 
Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di 
berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk 
mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam 
kenyataannya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu. Sebagai ilustrasi 
diberikan contoh sebagai berikut. 
Seorang ibu rumah tangga membeli kompor elektronik di sebuah toko. 
Karena suatu hal, kompor yang belum sempat dipakai itu dijualnya lagi 
kepada tetangganya. Ternyata, alat itu rusak dan tetangganya mengajukan 
keberatan terhadapnya. Apakah ibu yang membeli alat itu dan telah 
menjualnya lagi tersebut masih berhak disebut konsumen menurut kategori 





kepada orang lain, apakah pemilik toko dapat menolak gugatan si ibu tadi 
dengan alasan bahwa ibu itu bukan lagi sebagai konsumen akhir ? 
Di sini tampak, rasa keadilan kita menuntut lain. Dengan demikian, 
seharusnya batasannya tidak perlu sekaku yang ditetapkan dalam undang-
undang. Jika kasus tadi dibawa ke pengadilan, hakim dapat melihat apakah 
ibu itu biasa melakukan pekerjaan jual beli seperti itu. Seandainya transaksi 
tadi bukan merupakan bagian dari pekerjaan yang biasa dilakukan, hakim 
seharusnya dapat menentukan bahwa yang bersangkutan termasuk 
konsumen akhir pula. 
Uraian itu sekaligus menunjukkan, batasan konsumen dalam UUPK dan 
hak-hak konsumen yang diadopsi di dalamnya masih memerlukan 
pengujian-pengujian di lapangan. Khususnya melalui peristiwa-peristiwa 
konkret yang diajukan ke Pengadilan.  
C. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu : 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 
3. Hak untuk memilih (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 
perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam the 
international organization of consumers union (IOCE) menambahkan lagi 





mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. 
Di indonesia, terdapat sembilan hak-hak konsumen sebagaimana 
ditentukan di dalam Pasal 4 UUPK sebagai berikut : 
1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsurnsi 
barang dan/atau jasa;  
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan;  
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa 
yang digunakan;  
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
8. hak untuk mendapatkan komnpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya;  






Dari sembilan hak-hak konsumen di atas, terlihat bahwa masalah 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang 
paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa 
yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak 
aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk 
diedarkan dalam masyarakat.  
Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa dalam 
penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen 
penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau 
jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen 
berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 
kompensasi sampai ganti rugi. 
Selain hak-hak konsumen tersebut di atas, sebagai penyeimbang, 
konsumen juga diwajibkan untuk :  
1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 





Kewajiban tersebut di atas, dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat 
memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum 
bagi dirinya. 
D. Pengertian Wedding Organizer  
Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat dan 
erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena 
sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginan dan 
impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun harus tetap 
dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. Wedding organizer 
juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman serta nyaman terhadap 
calon pasangan pengantin yang sering kali merasa sangat tertekan, frustasi, dan 
gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Wedding 
Organizer merupakan Pelaku Usaha dengan jenis Usaha penyedia jasa, tunduk 
dengan Keetentuan Undang-undang Perlinduungan Konsumen. 
Menurut Abdul Halim Barkatulah, pengertian pelaku usaha memiliki 
cakupan yang luas karena meliputi : grosir, leveransir, pengecer, dan 
sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari pengertian pelaku usaha di dalam Pasal 3 
ayat (1) UUPK sebagai berikut : 
“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 





Pengertian pelaku usaha dalam UUPK di atas, memiliki persamaan 
dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara 
Belanda, bahwa yang dikualifikasi sebagai produsen adalah : pembuat produk 
jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap 
orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan 
mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang 
membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk 
dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau 
bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (supplier), dalam 
hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.12 
Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan 
produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan 
atau badan hukum. dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup 
eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. 
Pelaku usaha yang meliputi berbagai bentuk /jenis usaha sebagaimana 
dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan-urutan yang seharusnya 
digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan 
tersebut sebaiknya disusun sebagai berikut : 
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1. yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk tersebut 
jika berdomisili di dalam negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen 
yang dirugikan; 
2. apabila produk yang merugikan konsumen tersebut diproduksi di luar 
negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak 
mencakup pelaku usaha di luar negeri; 
3. apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak diketahui, maka 
yang digugat adalah penjual dari siapa konsumen membeli barang tersebut. 
E. Hak dan kewajiban pelaku usaha 
Untuk menciptakan kenyamanan dalam berusaha, bagi para pelaku usaha 
dan sekaligus sebagai penyeimbang atas hak-hak yang diberikan kepada 
konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak dan kewajiban 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK sebagai berikut :  
Pasal 6 
Hak pelaku usaha adalah: 
1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik;  
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 





4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang 
diperdagangkan;  
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Pasal 7 
Kewajiban pelaku usaha adalah: 
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan;  
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku;  
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 






7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.  
F. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu 
perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.13 Dengan demikian, perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan 
kewajiban antara para pihak dalam perjanjian, sehingga pihak yang tidak 
memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi.14  
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPer), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. 
Dengan demikian, wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para 
pihak untuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul yang mengandung 
sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari antara kedua belah pihak 
(dalam perjanjian timbal balik). Seluruh klausula tersebut disampaikan, 
dinegosiasikan dan akhirnya disusun secara seimbang berdasarkan kesepakatan 
bersama dari kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam proses pembicaraan 
atau negosiasi pada saat penyusunan perjanjian masing-masing pihak 
mengajukan seperangkat hak yang diharapkan dari pihak lawan dengan 
menawarkan seperangkat kewajiban yang diitikadkan untuk diberikan kepada 
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pihak lawan sebagai kompensasi dari hak yang dimintakan tersebut. Pada sisi 
yang lain, salah pihak juga akan menawarkan sejumlah kewajiban agar 
dipenuhi oleh pihak lawan untuk mengimbangi sejumlah hak yang diminta oleh 
pihak lawan atau justru menawarkan sejumlah hak kepada pihak lawan sebagai 
kompensasi untuk mengimbangi sejumlah kewajiban yang nantinya diharapkan 
disepakati untuk dipenuhi pihak lawan. Artinya, dalam negosiasi, terjadi proses 
pemahaman dan penghargaan terhadap pihak lawan sehingga masing-masing 
dapat menemukan kata sepakat terhadap setiap hak dan kewajiban yang akan 
ditetapkan dalam perjanjian.15 Dalam perjanjian timbal balik yang baik, 
seharusnya terdapat keseimbangan antara bobot hak dan kewajiban yang 
disepakati oleh masing-masing pihak. Keseimbangan tersebut merupakan dasar 
dari kesediaan para pihak untuk menerima dan menyepakati setiap klausula hak 
dan kewajiban yang dalam istilah perjanjian dikenal sebagai prestasi. Setiap 
prestasi harus dilaksanakan karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
keseimbangan tersebut. Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:16 
1. Ada perjanjian oleh para pihak; 
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah 
disepakati; 
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi 
perjanjian.  
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Mengenai wanprestasi, O.W Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu 
bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga jikalau mereka 
tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau 
sejumlah kompensasi.17 Dengan demikian, kewajiban para pihak sudah terbit 
pada saat adanya kesepakatan walaupun belum dilaksanakan. Hal tersebut 
sudah mengikat, sesuai perjanjian yang disepakati, sehingga hakekat dari 
wanprestasi diukur dari perjanjian yang telah disepakatinya saja. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan Konsumen   
Perjanjian kerjasama adalah perjanjian jenis baru dimana yang 
dimaksud dengan perjanjian jenis baru adalah suatu perjanjian yang belum 
ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang melandasi 
perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang 
menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian 
kerjasama memang tidak diatur di dalam KUH Perdata. Namun, menurut 
Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian 
nominaat. Perjanjian kerjasama tidak mempunyai pengaruh keluar (terhadap 
orang-orang pihak ketiga) dan hanya semata-mata mengatur bagaimana 
caranya kerjasama antara para pihak dan bagaimana para pihak mengatur 
pembagian keuntungan bersama, diserahkan sepenuhnya kepada masing-
masing pihak tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama 
dalam perjanjian kerjasama. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Perjanjian 
kerjasama ini lebih dikenal dengan istilah kontrak untuk kerjasama bisnis, 
yaitu suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas kontrakkontrak yang 
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berkerjasama18. 
                                                 





Grotius memahami kontrak adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang 
yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan 
penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya 
sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kontrak bahkan dipahami oleh 
Grotius lebih dari sekedar janji, karena kontrak bahkan berdasarkan 
kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang 
membuatnya, yang didukung oleh harta kekayaan yang mereka miliki yang 
dapat dialihkan berdasarkan kontrak tersebut19. Kontrak menurut Hartkamp 
adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan 
pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana 
dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan 
akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta beban pihak lainnya, 
atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak kedua belah 
pihak.20 
Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pada dasarnya setiap orang dapat 
melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang 
tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. 
Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perorangan atau badan 
                                                 
19 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori 
Dogmatik dan Praktik Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal.19 





usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan 
kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak 
untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak 
atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat 
bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.  
Dengan perkembangan di sektor ekonomi yang sangat pesat, hukum 
perjanjian juga turut berkembang pesat, dimana masyarakat semakin banyak 
yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat 
lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah 
satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding 
organizer.  
Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekat 
dan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karena 
sebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginan 
dan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipun 
harus tetap dalam perjanjian (kontrak) yang sudah disepakati bersama. 
Wedding organizer juga harus bisa memberikan pelayanan dan rasa aman 
serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kali merasa 
sangat tertekan, frustasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar 
disepanjang hidupnya.  
Dari penjabaran diatas memberikan penjelasan mengenai bagaimana 
suatu perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja 





Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 
seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang 
tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu 
perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi 
itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang 
mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Pasal 1338 :  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang 
oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu,dan perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik”. 21  
Berbicara tentang hukum perjanjian yang memiliki sifat terbuka yang 
artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-
undang, dalam hal ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPerdata 
dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain 
dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang 
                                                 





dapat disampinginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat 
pelengkap dan pemaksa.22  
Secara garis besar pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 
KUHPerdata :  
“ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih “.23  
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana 
salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati 
dalam perjanjian.Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya 
suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, pada Pasal 1243 
BW disebutkan :  
“bahwa barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya hanyadapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 
waktu yang telah dilampaui”. Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan 
mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan 
mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada 
tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokanuntuk kelalaian salah satu 
pihak. Dalam pasal ini juga terkait dengan masalah danbeban pembuktian, 
yaitu apabila terjadi wansprestasi,debitur dihukum untuk Istilah konsumen 
ini berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris- Amerika), atau 
consumen/konsument (Belanda). Pengertian consumer dan consument ini 
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hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara hafiah arti kata consumer 
itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang 
dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan 
termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus 
Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau 
konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari 
produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan 
lagi dan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa: 
”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” 
Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu 
mengadopsi ketentuan Pasal 1320 BW. Perjanjian kerja adalah satu bentuk 
perjanjian, sehingga harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian 
berdasarkan ketentuan Pasal 1320 BW, yaitu : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
b. Cakap untuk membuat suatu perikatan 
c. Suatu hal tertentu 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur agar 





tersebut harus memnuhi syarat – syarat sahnya perjanjian meliputi syarat 
subyektif dan syarat obyektif. Dua syarat pertama ( a dan b) dinamakan 
syarat subjektif, karena syarat tersebut terkait dengan subyek perjanjian, 
sedangkan syarat akhir (c dan d) disebut sebagai syarat obyektif, karena 
terkait dengan objek dari perjanjian. 
Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan 
tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang- undang tersebut 
menentukan bahwa“ syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik 
adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya “.ketentuan 
undang- undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan 
suatu yang menarik perhatian, dikarenakan didalamnya banyak mengandung 
kelemahan- kelemahan yang kadang- kadang satu sama lain mempunyai 
sifat yang bertentangan.  
Ayat 1 dari Pasal itu mengatakan :  
“ Syarat   batal   (vervalbeding)   dianggap   selamanya   ada   di    dalam  
perjanjian timbal balik”.  
Ayat 2 mengatakan bahwa :  
“ Syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi 
harus dimintakan kepada hakim”.  
Ayat 3 mengatakan bahwa :  
“ Permintaan itu juga dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di 
dalam perjanjian”.  





“ Dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa 
untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka 
waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya”.  
Apabila undang- undang di atas diteliti ayat demi ayat, maka sifat yang 
bertentanganitu akan terlihat yaitu : Dari perikatan yang terjadi itulah, maka 
akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan 
berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya, isinya 
maupun bentuk perjanjian yang dibuatnya: 
1. Materi yang diatur dalam ayat 1 dan 2, ayat pertama menyatakan bahwa 
syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik,tetapi 
ayat kedua menyatakan, bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu 
tidak batal dengan sendirinya melainkan harus diucap oleh hakim.  
2. Pembentuk undang- undang memandang atau meletakkan syarat dan 
kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat.  
3. Apabila syarat batal dipenuhi, maka segala sesuatu kembali ke keadaan 
semula, ketentuan ini mengandung kelemahan karena tidak mendekati 
keadilan. Pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban 
untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya. 
Asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum serta tidak menyimpang dari syarat umum sahnya 
perjanjian.  
Karena orang leluasa membuat perjanjian, asal tidak bertentangan 





tertuang dalam Pasal 1337 KUH Perdata, maka banyak sekali perjanjian 
yang muncul dalam praktek sehari-hari, salah satunya ialah perjanjian 
kerjasama yang dilaksanakan oleh Wedding Organizer dengan Konsumen 
yang berkaitan dengan pelayanan akad dan resepsi suatu pernikahan. Pada 
saat seorang calon pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk 
memakai jasa yang telah disediakan,maka mereka telah menyetujui syarat- 
syarat yang ditentukan oleh Wedding Organizer  dan membuat kata sepakat 
yang dituangkan dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, yang bertujuan 
untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa 
Wedding Organizer, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara 
jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa (Konsumen) dengan pihak 
wedding organizer. 
Tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum 
terhadap pihak- pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang 
diatur didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai 
batasan- batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam 
perjanjian suatu kontrak tersebut. Karena setiap kontrak pasti dimulai 
dengan adanya penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Penawaran 
(offer) diartikan sebagai suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu secara 
khusus pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya, penawaran tetap 
terbuka sepanjang belum berakhirnya waktu atau belum dicabut. Suatu 





i. Penawaran dicabut, dalam hal ini pihak penawar harus memberitahukan 
sebelum penawaran tersebut tidak dapat dicabut lagi sebelum waktunya 
berakhir.  
ii. Penerima tawaran tidak menerima tawaran, tetapi membuat suatu kontrak 
penawaran. Dengan demikian, unsur yang menentukan agar penawaran 
mempunyai kekuatan hukum adalah dengan adanya kepastian penawaran 
dan keinginan untuk terikat. Sedangkan dalam Teori Penerimaan terjadi 
pada saat yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak 
lawan. Penerimaan adalah kesepakatan dari pihak penerima dan penawar 
tawaran untuk menerima persyaratan yangdiajukan penawar tawaran. 
Penerimaan yang belum disampaikan kepada pemberi tawaran, belumlah 
berlaku sebagai penerimaan tawaran bilamana memungkinkan, baik 
tawaran maupun penerimaan tawaran sebaiknya dinyatakan secara 
tertulis dan jelas. Untuk menunjukkan adanya penerimaan, pihak yang 
ditawari harus menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran. Semata- 
mata pemberitahuan tentang didapatnya penawaran, atau pernyataan 
tertarik terhadapnya, tidaklah cukup. Persetujuan harus diberikan tanpa 
syarat, yakni persetujuan ini tidak boleh digantungkan pada syarat- syarat 
yang harus dipenuhi baik oleh pihak yang menawarkan atau oleh pihak 
yang ditawari. Dengan kata lain, isi penerimaan tidak boleh memuat 
variasi atau jenis dan syarat dari penawaran atau mengubah secara 
materil syarat tersebut. Dengan disetujuinya penawaran oleh pihak 





maka persetujuan tersebut menjadi kesepakatan yang ditegaskan dalam 
suatu perjanjian atau kontrak oleh para pihak.  
Sehingga berlakulah Teori Pacta Sunt Servanda (kekuatan mengikat) 
yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- 
undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik 
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- 
alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Sementara itu 
menurut Rahman Hasaudin, kontrak adalah “ perjanjian yang dibuat secara 
tertulis.Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian. Kontrak adalah salah 
satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang- undang ( Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata Pasal 1233 ) yang dapat menimbulkan perikatan “. 
Perjanjian tertulis yang dimaksud dalam hal ini adalah :  
1. Perjanjian Standar yaitu, disebut juga perjanjian baku dimana perjanjian 
ini berbentuk tertulis berupa formulir yang isinyatelah distandarisasikan ( 
dibakukan ) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat 
masal tanpa mempertimbangkankondisi yang dimiliki oleh konsumen. 
2. Perjanjian Formal yaitu, perjanjian yang telah ditetapkan dengan 
formalitas tertentu.49Dengan demikian maka kesepakatan lisan saja yang 
dihasilkan dari tercapainya perjanjian mengenai pokokperjanjian, yang 
terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian.  
Menurut Sultan Remi Sjahdeini perjanjian standar, yaitu: “ perjanjian 





para pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk 
merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang dilakukan hanya 
beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis harga, jumlah, warna, 
tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang dijanjikan “. 
2. Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama 
dengan Konsumen Wanprestasi  
Perjanjian kerjasama yang dilakukan wedding organizer dengan 
pengguna jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan 
hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian 
tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 
pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur 
didalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai 
batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam 
perjanjian suatu kontrak tersebut.  
Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang 
telah ditentukan oleh undang-undang sehingga perjanjian tersebut diakui 
oleh hukum. Oleh karena tidak semua perjanjian yang dibuat oleh setiap 
orang sah dalam pandangan hukum Dalam membuat suatu perjanjian 
banyak cara atau jenis yang diperlukan dalam masyarakat, baik hal itu telah 
diatur dalam undang-undang maupun hanya berupa kebiasaan yang 
dilakukan sehari-hari.  
Dalam pembahasan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian 





tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat 
subyektif, perjanjian baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim. 
Menurut KUHPerdata pengertian pembatalan perjanjian digambarkan dalam 
dua bentuk yaitu : 
1. Pembatalan Mutlak (absolute nietigheid)  
Pembatalan mutlak (absolute nietigheid) yang dimaksud adalah 
suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh salah 
satu pihak, dimana perjanjian seperti ini dianggap tidak pernah ada sejak 
semula terhadap siapapun juga. Misalnya, terhadap suatu perjanjian yang 
akan diadakan tidak mengindahkan cara yang dikehendaki oleh Undang- 
Undang secara mutlak.  
Suatu perjanjian adalah batal mutlak apabila kausa bertentangan 
dengan kesusilaan (geode zeden), bertentangan dengan ketertiban umum 
(openvare orde), ataupun dengan Undang-Undang. Misalnya, 
penghibahan benda tidak bergerak harus dengan akte notaries, perjanjian 
perdamaian harus dibuat secara tertulis, konsekuensinya adalah terhadap 
perjanjian-perjanjian tersebut batal demi hukum. 
2. Pembatalan Relatif (relatif nietigheid)  
Pembatalan relatif (relatif nietigheid) adalah suatu perjanjian yang 
tidak batal dengan sendirinya, tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan 
pembatalan kepada hakim oleh pihak- pihak yang merasa dirugikan.  






a. Pembatalan atas kekuatan sendiri, maka kapan hakim diminta supaya 
menyatakan batal (nieting verklaard) misalnya dalam perjanjian yang 
diadakan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah umur, 
pengampuan atau yang berada dibawah pengawasan curatele.  
b. Pembatalan belaka oleh hakim yang putusannya harus berbunyi 
‘membatalkan’ misalnya dalam hal perjanjian yang terbentuk secara 
paksaan, kekeliruan ataupun penipuan. 
Perjanjian batal demi hukum terjadi akibat tidak memenuhi syarat 
obyektif dari sebuah kontrak atau perjanjian. Tiap-tiap pihak yang berjanji 
untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya harus pula memperoleh 
prestasi yang dijanjikan oleh pihak lainnya prestasi dapat dirumuskan secara 
luas sebagai sesuatu yang diberikan, dan dapat diperjanjikan, atau dilakukan 
secara timbal balik.  
Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan 
tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang-undang tersebut 
menentukan bahwa “syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik 
adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Ketentuan 
undang-undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan 
suatu yang menarik perhatian, karena pihak-pihak yang berjanji itu harus 
terikat secara sah. Terikat secara sah adalah menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak. 
Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, suatu pihak 





Undang- undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 
berbagai macam, yaitu: 
1. Perjanjian untuk melakukan jasa- jasa  
2. Perjanjian kerja  
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan  
4. Perusahaan yang melayani jasa untuk berprilaku dan bekerja sesuai 
dengan ketentuan hukum perjanjian ( kontrak ) yang berlaku.  
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi 
untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak 
ada satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi 
dapat terjadi karena :  
1. Kesengajaan  
2. Kelalaian  
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)  
Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena 
sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa :  
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi  
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna  
3. Terlambat memenuhi prestasi  
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan  
Wanprestasi mengakibatkan salah satu pihak dirugikan, oleh karena 





melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan 
yang dapat berupa tuntutan :  
1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)  
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)  
Dengan demikian, kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak 
yang dirugikan adalah pembatalan dan pemenuhan kontrak. Namun jika 
kedua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan 
tersebut dapat dibagi menjadi empat (4), yaitu : 24 
1. Pembatalan kontrak  
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi  
3. Pemenuhan kontrak saja  
4. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi  
B. Pembahasan 
1. Perjanjian Kerjasama 
Berkenaan dengan Perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer 
dengan Konsumen Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada 
Perjanjian Kerjasama dengan Konsumen Wanprestasi kita bisa 
mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk perjanjian yang dibuat.  
Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak wedding organizer 
memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar (baku) 
karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak 
kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dan bisa 
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juga memakai perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut 
memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Salah satu kasus 
ketika segala yang diperjanjikan telah sesuai dengan keinginan maka 
terdapat halangan yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan 
konsumen secara sepihak. Hal itu termasuk kedalam wanprestasi karena 
sengaja dibatalkan oleh alasan yang bukan termasuk kedalam force majeure, 
salah satunya adalah putusnya hubungan perjanjian Kerjasama. Dengan 
demikian mengakibatkan konsumen harus membayar kerugian karena 
dinyatakan melakukan kelalaian.  
Pencantuman force majeure untuk memberitahukan batasan- batasan 
apa saja yang termasuk lalai dan dan batasan apa yang termasuk dalam 
keadaan memaksa jenis force majeure berdasarkan karena keadaan alam, 
force majeure karena keadaan darurat, force majeure karena keadaan 
kebijakan. Force majeure yang dipakai dalam perjanjian kerjasama wedding 
organizer dengan pengguna jasa adalah force majeure karena keadaan alam 
dan keadaan darurat. Kasus orang tua pengguna jasa meninggal dunia, hal 
itupun tetap dapat diberikan hak kepada pihak wedding organizer untuk 
mendapatkan ganti rugi, walaupun hal yang terjadi itu termasuk dalam force 
majeure subjektif. Karena force majeure memiliki ruang lingkup yang 
sangat luas dalam merumuskan force majeure dalam konsep hukum perdata 
Indonesia harus terpenuhi beberapa hal yaitu :  
a. Merupakan hal yang tidak terduga, di luar kemauan, kemampuan atau 





b. Tidak dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak dapat dipertanggung 
jawabkan kepadanya;  
c. Tidak ada itikad buruk kepadanya;  
d. Para pihak telah melakukan upaya sedemikian rupa untuk menghindari 
peristiwa tersebut;  
e. Menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak;  
f. Terjadinya peristiwa tersebut menyebabkan tertunda, terhambat, terhalang, 
atau tidak dilaksanakannya prestasi para pihak;  
g. Kejadian tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.  
Dan dalam membuktikan hal-hal diatas di hadapan pengadilan, 
merupakan kewajiban dari pihak yang mengajukan pembelaan bahwa telah 
terjadi force majeure. sehingga konsekuensi yang didapat apabila terjadi 
wanprestasi atau pembatalan secara sepihak adalah ganti rugi. Perjanjian 
kerjasama yang dilakukan wedding organizer dengan pengguna jasa adalah 
ganti rugi dalam bentuk out of pocket. Ganti rugi dalam bentuk out of pocket 
seluruh biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam rangka 
melaksanakan kontrak harus diganti oleh pihak yang melakukan 
wanprestasi. Maka ketentuan biaya ganti rugi yang harus dipenuhi oleh 
salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama 
Wedding Organizer dengan Konsumen dari kegiatan yang telah disepakati 
bersama bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Apabila terjadi force 
majeure dalam pelaksanaan perjanjian ini yang diakibatkan oleh pembatalan 





Konsumen untuk menyelesaikannya. Apabila terjadi ketidaksepahaman 
pada pelaksanaan perjanjian mengenai ruang lingkup klausula force majeure 
dalam suatu force majeure atau bukan maka dapat melakukan upaya 
sedemikian rupa untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan 
merujuk pada isi Kesepakatan perjanjian Kerjasama Tersebut. 
2. Wanprestasi 
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUHPer), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan 
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 
kerugian tersebut”. 
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya 
telah mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan ke 
pengadilan. Sehingga apabila konsumen ingin membatalkan perjanjian 
dengan Wedding Organizer secara sepihak pada waktu yang berdekatan, 
maka seharusnya pembatalan tersebut dilakukan oleh Konsumen melalui 
pengadilan. 
Bahwa Wedding Organizer memiliki kerugian akibat uang yang telah 
saudara bayarkan ke vendor-vendor, maka sesuai Pasal 1267 
KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: 
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa 





dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian 
biaya kerugian dan bunga. 
Apabila merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdata di atas maka Saudara 
dapat melakukan tindakan untuk memulihkan kerugian saudara berupa: 
i. Memaksa Konsumen untuk memenuhi persetujuan yang ada seperti tetap 
memenuhi perjanjian atau melakukan seluruh pembayaran sesuai 
perjanjian; atau 
ii. Wedding Organizer dapat melakukan pembatalan dan meminta ganti 
kerugian dan bahkan bunga atas seluruh kerugian yang saudara alami 
terhadap Konsumen.  
Adapun tahapan-tahapan Sanksi apabila Konsumen wanprestasi dalam 
perjanjian, yaitu:  
1. Melakukan somasi dengan jalan kekeluargaan (musyawarah). 
2. Memberikan keluangan pembayaran dengan konpensasi dari jumlah yang 
telah disepakatinya. 
3. Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika tida ada itikad baik dari 
konsumen 
Dengan demikian, kewajiban para pihak sudah terbit pada saat adanya 
kesepakatan walaupun belum dilaksanakan. Hal tersebut sudah mengikat, 
sesuai perjanjian yang disepakati, sehingga hakekat dari wanprestasi diukur 
dari perjanjian yang telah disepakatinya saja. Sehingga tidak ada yang 




P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
penulis menyimpulkan bahwa : 
2. Perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan Konsumen   secara 
umum Perjanjian kerjasama yang dipakai oleh pihak wedding organizer 
memakai perjanjian sepihak dan berlandaskan perjanjian standar ( baku ) 
karena memberikan kewajiban pada seseorang sekaligus memberikan hak 
kepada seseorang lain untuk menerima prestasi yang telah dibuat, dalam 
perjanjian sepihak ini biasanya Wedding Organizer sudah menentukan 
Paket penawaran serta syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh Wedding 
Organizer, sehingga Konsumen tinggal menentukan Pilihan sesuai dengan 
kemauan dan Kemampuan. Selain Perjanjian Sepihak ada juga memakai 
perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian tersebut memberikan hak 
dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Dalam arti meskipun Paket sudah 
ditentukan oleh pihak Wedding Organizer, tapi juga memberi kesempatan 
kepada konsumen untuk memilih atau menentukan jenis kegiatan yang 
dirasa tidak sesuai dengan keinginan Konsumen.  
3. Perlindungan Hukum Wedding Organizer Pada Perjanjian Kerjasama 
dengan Konsumen Wanprestasi  





jasa dalam hal ini konsumen dapat memberikan batasan-batasan hukum 
yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian tujuan 
perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-
pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur didalam 
sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai batasan-
batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian 
Kerjasama tersebut, dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi 
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang, 
karena dikatakan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak dipenuhi maka 
perjanjian batal demi hukum, sedangkan tentang syarat subyektif, perjanjian 
baru dapat dibatalkan apabila diminta kepada hakim, sehingga tercapai 
perlindungan hukum bagi para pihak dalam Kerjasama tersebut.  
B. Saran-saran  
1. Untuk Wedding Organizer hendaknya untuk semua transaksi dengan 
konsumen harus melalui Perjanjian Tertulis dan Resmi 
2. Wedding Organizer  untuk lebih memahami dan belajar lagi akan bentuk-
bentuk surat perjanjian dengan baik dan benar. 
3. Perjanjian kerjasama antara Wedding Organizer dengan Konsumen, para 
pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing – masing sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat, sehingga tidak timbul perselisihan yang 
mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Karena bagaimanapun wanprestasi 
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